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A. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR 

1. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 

Studi ini berangkat dari masalah bahwa hukum pemerintahan selalu bersifat kontradiktif. 

Kontradiksi terjadi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, 

contohnya dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tetapi peraturan ini berbenturan 

dengan peraturan turunan seperti Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengebiri kewenangan desa 

terutama dalam pembangunan desa. Permendes ini harusnya mendukung penguatan 

kewenangan desa, salah satunya adalah kewenangan delegatif yang disertai dengan biaya, 

tetapi dalam permendes tersebut biaya dibebankan kepada desa. Peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-ungangan 

yang di atasnya (delegated regulation atau regulasi turunan, lebih rendah kedudukannya dari 

pada primary regulation).  

2. STATUS LUARAN 

Untuk sementara, luaran hasil penelitian ini akan melakukan submit ke Jurnal Transformative 

Universitas Brawijaya tahun 2023. Topik yang kami sepakati untuk diangkat adalah: “Hukum 

Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa” yang kami tulis berempat yang 

terdiri dari R.Y Gembong Rahmadi, Mohamad Firdaus, Gregorius Sahdan. Untuk luaran dalam 

bentuk Haki, akan diurus setelah hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk jurnal. 

3. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN 

Kedala pada saat penelitian: 

1. Para narasumber susah untuk ditemui karena ada kesibukan masing-masing. 

2. Beberapa narasumber ada yang tidak tahu program SDGs dan pembangunan Desa 

sehingga data yang didapat tidak substantif. 

3. Peneliti memiliki kesibukan lain yang kadang mempersulit untuk melakukan 

koordinasi. 

 

4. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA         

Rencana tahapan selanjutnya antara lain; 

1. Mempersiapkan artikel untuk membuat buku hukum pemerintahan. 

2. Membuat HAKI hukum pemerintahan. 
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5. DAFTAR PUSTAKA 



6 
 

LAMPIRAN 

 

 

 

 



https://v3.camscanner.com/user/download

